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- Membaca . . :Surat lepman Dcwan Perwakllan Rakyat Daerah o
T T P .'!?Kabupaten Karanganyar Nomor : 900/119.3/2018 = -
- tanggal 29 Maret 2018 perihal Persetujuan Mendahului =~
 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Menimbang - ‘: a. bahwa guna ketertlban adrn1n1stra31 dan kelancaran '
AT pcnyelenggaraan kegiatan- keglatan yang bersumber
- dari ‘Bantuan Keuangan ~ Provinsi- Jawa Tengah
o ~ Tahun - 2017  dan tahun-tahun ~ sebelumnya,
e keglatan-keglatan yang mendesak yang belum cukup
. tersedia dan/atau belum ~dianggarkan pada Anggaran o
":;i_Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran
2018, serta keglatan-keglatan yang- mendesak akibat =
~ terjadinya bencana  alam, maka Peraturan Bupati
' Karanganyar Nomor 121 Tahun - 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
-~ Tahun Anggaran 2018 sebaga;lmana ‘telah diubah =
. beberapa kali terakhir ‘dengan. Peraturan ‘Bupati
‘Karanganyar Nomor 25 Tahun - 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar -
© Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 e
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~ PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 34 TAHUN 2018 '

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR . -

'NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN 'PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
B TAHUN ANGGARAN 2018

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| | BUPATI KARANGANYAR

o Tahun Anggaran 2018;

~ perlu diubah kembali;

Tahun Anggaran 20 18

Mengmgat  :: 1.Undang—Undang Nomor 13 ’I‘ahun 1950 téﬁtang o

~ Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
ngkungan Pl"OVlI'lSl Jawa Tengah ‘

© 'b. bahwa berdasarkan pertlmbangan v scbagalmana ,
B dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupat1 ‘tentang Perubahan  Ketiga atas Peraturan -
~ Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang
 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah o
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8.

© 10.

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara - Republik Indonesia
Nomor 4286); '

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan = dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); '

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonc51a Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001  Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik !ndonesia Nomor 4090};



Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang o

~ Dana Perlmbangan (Lembaran ) Negara ‘Republik

12

~ Indonesia = Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); -
v Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang S
 Sistem Informasx Keuangan Daerah (Lembaran Negara'ﬂ
- Republik Indonema Tahun 2005 ‘Nomor 138,

o Nomor 4576), ,

Peraturan Pemcrlntah} Nomor 58 Tahun 2005 tentang" -

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara -

~ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, - o
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a”": o

 Nomor 4578);

. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang o

) (Lembaran Negara Repubhk Indonesia - Tahun 2006
- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :

15

* Indonesia Nomor 4614); : o
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang T

. Standar Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara

Republik - Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, -

- Tambahan . Lembaran Negara Repubhk Indones1a:"f
 Nomor 5165); o R
Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang"' R

~_Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

* Indonesia Tahun 2012 - Nomor 5, Tambahan Lembaran' B

| ""“Negara Repubhk Indonesia Nomor 5272); R
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang-' R
. Rincian - Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Negara ——

N ~ Tahun Anggaran 2018

- 18.

Peraturan = Menteri Dalam Negen Nomor 13
~Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan -
~ Daerah, sebagalmana telah- diubah beberapa kali.

- f:terakh1r ‘dengan = Peraturan Menteri Dalam Negerl o

: "Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

: Peraturan Menteri ~ Dalam = Negeri = Nomor 13 o
- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan“ o

- . Daerah;
19

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor ‘33’

o : “fTahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran»' |

- 20.

: ‘Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran
2018; o

Peraturan v Daerah Kabupaten Karanganyar'} :

- Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan = -

" dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

- . Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten'
ST Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13), o v



: Menetapkan

' 21.Peraturan  Bupati “Karanganyar  Nomor 121

Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar = Tahun 2017
Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 25 ‘Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 25),

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ,
- ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN

- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

. Pasal 1 : o
Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati
Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran

. Anggaran Pendapatan = dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2017 Nomor 121) sebagaimana telah diubah

' beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121

- Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita

Daerah Kabupaten Karanganyar ’I‘ahun 2018 Nomor 25)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran 1 dlubah schmgga berbuny1
sebagalmana tersebut dalam Lamplran I Peraturan
Bupati ini.

~ 2. Ketentuan Lamplran II d1ubah sehingga berbuny1

sebagalmana tersebut dalam Lamplran II Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan Lamplran 11 dlubah sehingga berbuny1 :

scbagannana tersebut dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

4. Ketentuan Lami:nran \Y d1ubah sehmgga berbuny1

sebagalmana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan
Bupati ini.

' 5. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyl

sebagalrnana tersebut dalam Lampiran V Peraturan
Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran VI dxubah sehmgga berbuny1

sebagalrnana terscbut dalam Lamplran VI Peraturan
Bupati ini.

- 7 Ketentuan Lampiran VII dlubah sehmgga berbunyl

sebagannana tersebut dalam Lampn'an vl Peraturan
Bupatl ini. .



AR |

8. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi
sebagalmana tersebut dalam. Lamplran VIII Peraturan -
Bupatiini,

9. Ketentuan Lampiran IX dlubah sehmgga berbuny1
sebagalmana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan
Bupati ini. :

10. Ketentuan Lamplran X dlubah, sehingga berbuny1
sebaga_lmana tersebut dalam Lampiran X Peraturan

' Bupatl ini.

_ Pasal'I:‘I-':‘ _
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan =

pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar. :

Ditetapkan di Karanganyar
-~ pada tanggal 9 April 2018

" Pjs. BUPATI KARANGANYAR,

| TTD
L PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO
’ Dlundailgk‘an‘ di Kararigé.nyar | . - | |

- pada tanggal 9 April 2018
SEKRETARI S DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD

SAMSI. g IR
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 34

dengan aslinya
S DAERAH




